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 Puji syukur kepada Tuhan yang Maha 
Esa sehingga Pusat Pembinaan Jabatan 
Fungsional Perdagangan, Kementerian 
Perdagangan dapat menerbitkan Majalah 
KOMPETEN Volume 3 Nomor 1 Tahun 2024 
sebagai media komunikasi untuk para sobat 
SDM Fungsional bidang perdagangan.
 Sebagaimana namanya, Majalah 
KOMPETEN diharapkan dapat menjadi kanal 
informasi dan pengetahuan serta pengalaman 
di bidang Fungsional Perdagangan untuk para 
sobat SDM Fungsional Perdagangan, pelaku 
usaha dan masyarakat luas. Pada edisi kali ini, 
tema yang diangkat terkait kegiatan seputar 
Netralitas ASN pada Pemilu Tahun 2024 dan 
kegiatan di Bidang Fungsional Perdagangan.
 Majalah ini merupakan hasil tulisan para 
sobat SDM Fungsional Perdagangan dari 
Seluruh Indonesia yang penuh semangat 
untuk menyampaikan seputar pengetahuan 
dan informasi tentang integritas, 
profesionalisme dan netralitas Pejabat 
Fungsional Perdagangan dalam menghadapi 
Pemilu Tahun 2024 dan kegiatan di bidang 
perdangan yang ditulis dalam bahasa yang 
mudah untuk dipahami.
 Kami dari tim redaksi mengucapkan 
terima kasih kepada seluruh pihak yang telah 
ikut berpartisipasi mendukung terbitnya 
majalah ini. Kami berharap agar majalah 
KOMPETEN ini dapat memberikan manfaat 
bagi para pembaca dalam menambah 
wawasan serta memberikan kontribusi yang 
berarti terhadap kegiatan Fungsional Bidang 
Perdagangan.
 Kami tentunya menyadari bahwa dalam 
majalah ini masih banyak kekurangan. Oleh 
karena itu, kami mohon maaf atas kekurangan 
yang ada dan selalu menerima masukan, kritik 
dan saran dari pembaca sebagai bahan 
evaluasi untuk kedepannya. Akhir kata 
selamat membaca, tetap semangat berkarya 
untuk kita semua.

Salam hangat,
Tim Redaksi
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T
ahun 2024 ini Indonesia kembali 
menghadapi tantangan demokrasi 
dengan dilaksanakannya Pemilihan 
Umum (Pemilu) dan Pemilihan 

Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak. 
Pada edisi ini, Pusat Pembinaan Jabatan 
Fungsional Perdagangan, sebagai Unit 
Pembina Jabatan Fungsional di Bidang 
Perdagangan, berkesempatan melakukan 
wawancara dengan Bapak Dr. Ir. Arie 
Budhiman, M.Si, selaku Komisioner Bidang 
Pengawasan Penerapan Nilai Dasar, Kode 
Etik, Kode Perilaku dan Netralitas ASN, 
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan 
Bapak Drs. Asmin Safari Lubis selaku Kepala 
Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu, Badan 
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). 
 Wawancara in i  bertujuan untuk 
memberikan gambaran bagaimana Aparatur 
Sipil Negara (ASN) khususnya Pejabat 
Fungsional Bidang Perdagangan dalam 

bersikap dan berperilaku menghadapi Pemilu 
dan Pilkada Tahun 2024 ini sehingga mampu 
menjamin keadi lan penyelenggaraan 
pelayanan publik kepada masyarakat.ASN 
memiliki peran penting dan strategis sebagai 
garda terdepan sebagai penentu kebijakan 
dalam pembangunan bangsa. Penegakan 
netralitas ASN diperlukan untuk mense-
laraskan antara peran dan fungsi ASN sebagai 
pelayan publik dalam menghadapi pemilu dan 
pilkada ini. Penegakan netralitas ini sejalan 
dengan larangan ASN untuk berpolitik, artinya 
setiap ASN tidak diperbolehkan untuk berpihak 
dari segala bentuk pengaruh dan kepentingan 
manapun. Untuk mendukung terjaganya 
netralitas ASN, Pemerintah sendiri telah 
membentuk 5 (lima) Satuan Tugas (Satgas) 
yang bers i fa t  mul t i  lembaga dengan 
menetapkan Surat Keputusan Bersama 5 
(lima) Instansi Nomor 2 Tahun 2022, yaitu 
Instansi: Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(MenPANRB), Kementerian Dalam Negeri 
(Mendagri), Badan Kepegawaian Negara 
(BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) 
dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum 
(Bawaslu), yang bertujuan untuk melakukan 
pembinaan dan pengawasan netralitas 
pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilu 
dan Pilkada.

Amir Syarifuddin
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Menurut Pak Asmin, Bawaslu sendiri memiliki 
tugas dan fungsi untuk melakukan penga-
wasan terhadap seluruh tahapan pemilihan di 
seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, Bawaslu 
juga berperan untuk melakukan kegiatan 
pencegahan dan dapat mengedukasi para ASN 
yang tersebar di seluruh Indonesia melalui 
Instansi kerjanya masing-masing.

Pak Asmin juga mengharapkan para 
Pejabat Fungsional bidang Perdagangan dapat 
menempatkan diri dan bertanggung jawab 
sebagai aparat pemerintah yang berintegritas 
dan profesional serta menjaga netralitasnya 
dalam masa pelaksanaan pemilu ini sehingga 
dapat bermanfaat bagi masyarakat. Menurut 
Bapak Asmin Safari Lubis, sebagai seorang 
ASN khususnya Pejabat Fungsional Bidang 
Perdagangan harus dapat menghindari 
pelanggaran netralitas dalam pelaksanaan 
Pemilu dan Pilkada, seperti:
a) Membuat posting, comment, share, like, 

bergabung/follow dalam group/ 
akun pemenangan calon 
p r e s i d e n  / w a k i l 
presiden/DPR/ DPD/DPRD 
/gubernur/ wakil gubernur/ 
bupati/ wakil bupati / wali kota 

/wakil wali kota;
b )   M e n g a d a k a n 

keg ia tan  yang 
m e n g a r a h 
kepada keber-
pihakan seperti 
ajakan,  perte-
muan, pembe-
r i a n  b a h a n 
termasuk peng-
gunaan barang 
terkait jabatan 
maupun pribadi 
serta penggu-
naan fasil itas 
negara untuk 
k e p e n t i n g a n 
paslon;

c) M e n g i k u t i 
k a m p a n y e  d a n 
mengiring orang lain 

untuk kepentingan 
paslon, dan;

d) Mendeklarasikan diri 
sebagai paslon kepala 

daerah atau wakil kepala daerah;

Jika berkaca pada kondisi yang terjadi, 
berdasarkan data KASN yang disampaikan 
oleh Pak Arie Budhiman, pelanggaran ASN 
pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 
2024 ini ada sebanyak 287 laporan, dan 
sebanyak 194 orang sudah diberikan sanksi 
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dari 
Instansinya. Pak Arie juga menambahkan 
sanksi displin yang mungkin diterima oleh ASN 
apabila melakukan pelanggaran Pemilu seperti  
Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH). 
Sanksi ini dijatuhkan untuk para ASN yang 
terlibat langsung dengan partai politik. Untuk 
menghindar i  munculnya pelanggaran-
pelanggaran netralitas, menurut Pak Arie ASN 
harus menguatkan integritas baik untuk diri 
sendiri dan juga rekan kerjanya. Lingkungan 
yang mendukung netralitas satu sama lain juga 
sangat dibutuhkan. Budaya mengingatkan dan 
melaporkan juga perlu untuk diperkuat. 
Sebagai edukasi, para ASN juga perlu 
mengetahui tahapan pelaporan pelanggaran 
pemilu, yaitu:
1. Pelaporan pelanggaran Pemilu ASN ke 

Bawaslu. Pelapor bisa berasal dari ASN itu 
sendiri maupun masyarakat, tentu saja 
identitas dari pelapor dijamin keraha-
siaannya dan akan diberikan perlindu-
ngan.

2. Setelah laporan ditelaah oleh Bawaslu 
maka laporan tersebut diteruskan ke 
KASN, selaku pembina profesi ASN untuk 
ditindaklanjuti dan mendapatkan reko-
mendasi pemberian sanksi apabila terbukti 
melakukan pelanggaran Pemilu.

3. Rekomendasi tersebut disampaikan 
kepada Pejabat Pembina Kepegawaian 
masing-masing pelanggar untuk dapat 
dijatuhi sanksi hukum sesuai peraturan 
perundangan yang berlaku.

Lebih dari hal tersebut di atas, upaya 
peningkatan integritas dan netralitas ASN 

“Pejabat  Fungsional  b idang Perdagangan 
agar dalam melaksanakan tugas jabatannya, 
harus berintegritas, bekerja dengan profesional dan 
sesuai kompetensi, berperilaku taat dan patuh 
terhadap peraturan perundangan yang berlaku untuk 
dapat memberikan pelayanan publik yang terbaik. “

- Arie Budiman -
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membutuhkan adanya sinergi seluruh pihak. 
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) wajib 
melakukan pembinaan dan pengawasan 
melalui:
1. Upaya Pembinaan Netralitas ASN, dapat 

d i lakukan dengan membentuk t im 
pengawas internal, melaksanakan pene-
gakan kode etik, melakukan monitoring 
dan evaluasi terkait pengawasan netralitas 
ASN.

2. Upaya Pengawasan Netralitas ASN, 
dengan penandatangan pakta integritas. 
Para ASN di setiap Instansi harus 
mempunyai komitmen untuk menjaga dan 
menegakkan prinsip netralitas dalam 
melaksanakan fungsi pelayanan publik 
baik sebelum, selama, dan sesudah 
Pemilu dan Pilkada.

Pada kesempatan ini, Pak Arie dan Pak 
Asmin menegaskan dan juga menyampaikan 
pesan untuk para Pejabat Fungsional bidang 
Perdagangan agar dalam melaksanakan tugas 
jabatannya, harus berintegritas, bekerja 
dengan profesional dan sesuai kompetensi, 
berperilaku taat dan patuh terhadap peraturan 
perundangan yang berlaku untuk dapat 
memberikan pelayanan publik yang terbaik.
Ayo, para Pejabat Fungsional bidang 
Perdagangan untuk selalu menerapkan 
integritas, profesional dan netralitas khususnya 
menghadapi Pilkada bulan November 2024 
nanti, Semoga!! 

Pejabat Fungsional Bidang Perdagangan agar dapat 
melaksanakan tugas jabatannya, harus berintegritas, 
bekerja dengan profesional dan sesuai dengan kompetensi, 
b e r p e r i l a k u  t a a t  d a n  p a t u h  t e r h a d a p
peraturan perundangan yang berlaku untuk dapat 
memberikan pelayanan publik yang terbaik.
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P
emilihan umum presiden Indonesia 
yang berlangsung tahun 2024 ini, 
tidak hanya  sebuah perhelatan 
po l i t i k ,  t e t ap i  j uga  sebaga i 

fenomena sosial dinamika masyarakat 
Indonesia. Pemilu tahun ini cukup unik, 
ditandai perkembangan media sosial dan 
polarisasi politik yang semakin meningkat. 
Media sosial telah bertransformasi menjadi 
arena utama untuk diskusi politik, kampanye, 
dan juga penyebaran informasi, baik yang 
akurat maupun yang keliru.
 Kondisi politik Indonesia saat ini, 
ditandai adanya  persaingan ketat antara 
berbagai calon presiden, yang masing-masing 
memiliki basis pendukung yang kuat dan 
fanatik. Dinamika ini menciptakan suasana 
politik yang cukup terpolarisasi, dimana setiap 
individu cenderung terbagi berdasarkan 
preferensi dukungan politik mereka. Aparatur 
Sipil Negara (ASN) menghadapi tantangan 
yang cukup sulit di tengah situasi pemilihan 
yang dinamis saat ini: mempertahankan 
netralitas di tengah arus opini dan informasi.

Tantangan dalam Polaritas Politik dan 
Sosial Media

Menjaga netralitas tidak-
lah mudah, terutama di era 
informasi dan opini politik 
tersebar luas dan cepat 
melalui media sosial. ASN 
seringkali terpapar pada 
berbagai informasi dan 
tekanan politik, baik secara 
l a n g s u n g  m a u p u n  t i d a k 
l a n g s u n g ,  y a n g  d a p a t 
mempengaruh i  pandangan dan 
perilaku mereka. Di samping itu, polarisasi 
politik yang terjadi di masyarakat juga 
menciptakan tekanan sosial bagi ASN untuk 
memilih dan mendukung salah satu pihak
Kondisi ini diperumit dengan adanya kasus-
kasus di mana ASN terlibat aktif pada kegiatan 

politik secara terselubung, hal ini berpotensi 
mengganggu netralitas dan objektivitas 
mereka dalam menjalankan tugas. Tantangan 
ini menuntut respon yang komprehensif, baik 
dari individu ASN itu sendiri maupun dari sistem 
dan regulasi yang mengatur ASN. 
Mengapa netralitas ASN sangat esensial pada 
masa digital saat ini? Kepercayaan masya-
rakat adalah kuncinya. Kepercayaan ini 
merupakan dasar dari semua tindakan dan 
keputusan ASN dalam menjalankan tugasnya. 
ASN memastikan bahwa layanan publik 
bersifat adil dan tidak berpihak, memper-
tahankan kualitas, tanpa terpengaruh oleh 
kepentingan pribadi atau politik.
 Dengan memahami latar belakang 
politik Pemilu Indonesia 2024 dan tantangan 
bagi ASN dalam menjaga netralitas, artikel ini 
bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana 
ASN, khususnya dalam jabatan fungsional 
pada sektor pelayanan publik, dapat mengatasi 
polarisasi politik dan tekanan media sosial 
serta mempertahankan integritas profesional 
dalam menjalankan tugasnya.Keterlibatan 
ASN yang netral dan objektif tidak hanya 
penting untuk menjaga kualitas pelayanan 

publik tetapi juga untuk memastikan 
kepercayaan 
p u b l i k  p a d a 
integritas institusi 
p e m e r i n t a h . 
Situasi konkret 
y a n g  d i h a d a p i 
A S N ,  d i  m a n a 
profesionalisme 

dan keputusan politik 
sering beririsan, membuat 

tantangan netral i tas in i 
semakin sulit.

Netralitas ASN di Masa Pemilu, 

Sebuah Dilema?
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Situasi Politik bagi ASN 
 

Setiap sudut negeri ini berbicara tentang 
pilihan dan harapan di tengah riuhnya Pemilu. 
Media sosial, menja-di arena perdebatan 
politik utama, menampilkan gam-baran yang 
beragam dari masyarakat kita. Di sini, ASN 
berada di antara profesio-nalisme dan 
dampak keputu-san politik pribadi.

Di tengah lanskap politik yang dinamis ini, 
ASN memegang peran krusial,  yang dapat 
menjaga netra-litas politik. Sebuah  peng-
harapan dimana ASN men-jaga integritas dan 
profesio-nalisme dalam pelayanan publik. 
Namun, situasi politik selama Pemilu dapat 
mem-berikan fokus tambahan pada ASN. 
Dalam periode ini, mungkin muncul kecen-
derungan bagi  beberapa ASN untuk 
mendukung calon tertentu, baik secara 
terang-terangan maupun secara tidak 
langsung. Kondisi politik yang terpolarisasi 
dapat menciptakan ketega-ngan atmosfer di 
lingkungan kerja, menimbulkan konflik, 
mengganggu kesolidan tim dan efektivitas 
kerja.

Pemilihan umum di Indo-nesia bukan 
hanya acara demokrasi nasional, tetapi juga 
sebuah periode yang gemuruh bagi ASN, 
terutama pada sektor pelayanan publik. ASN 
pelayanan publik dengan jabatan fungsional 
teknis, seperti Penjamin Mutu Produk, 
Penguji Mutu Barang, dan Penera, berada di 
garda depan memastikan kualitas dan 
standar produk yang beredar di pasaran. 
Sosoknya  berperan vital memastikan bahwa 
produk dan layanan yang disediakan kepada 
masya-rakat memenuhi standar kualitas 
yang ditetapkan, tanpa dipengaruhi oleh 
kepentingan politik atau pribadi. Sebagai 
contoh dalam melakukan layanan publik 
tentu sering bertemu pelanggan dengan 
berbagai preferensi politik yang terkadang 
langsung tidak langsung mempenga-ruhi 
pilihan politik mereka. Diperlukan sikap  
netralitas dalam berinteraksi di tengah 
pengaruh pol i t ik.  Misalnya, menolak 
pengaruh men-dukung salah satu calon 
politik dan tetap berfokus pada kualitas 
layanan publik.

Contoh lain misalnya dalam menjalankan 
tugas-nya, ASN  fungsional teknis seringkali 
bekerjasama ber-kelompok dalam satu tim,  

disini suatu t im teknis  memer-lukan 
koordinasi yang erat dan kerja sama tim yang 
solid. ASN yang secara terbuka condong pada 
pasangan calon (paslon) tertentu mungkin 
canggung bekerja-sama dengan rekan kerja 
yang memiliki pandangan politik yang 
berbeda, hal ini bisa berujung pada adanya 
r iak ker jasama t im yang seharusnya 
menjalankan tugas secara solid.

Konflik interpersonal  ASN dengan 
pandangan politik yang berbeda mungkin 
mengurangi kemampuan untuk bekerja sama 
secara efektif. Di sisi lain kecende-rungan 
untuk menunjukkan kebanggaan dengan 
pilihan politiknya bisa mengarah pada praktik-
praktik kerja yang tidak profesional seperti 
diskusi kosong atau saling ejek,bahkan 
sampai pembulian. Energi dan waktu yang 
dihabiskan untuk diskusi politik dapat meng-
alihkan perhatian dari tugas-tugas utama, 
menyebabkan penurunan produktivitas. 
Pengambilan keputusan yang bias dapat 
terjadi bila keputu-san yang diambil mungkin 
lebih didasarkan pada kesetiaan politik 
daripada analisis objektif yang pada akhirnya 
dapat merugikan kualitas kerja. Diskusi teknis 
s e r i n g  t e r g a n g g u  o l e h  a r g u - m e n 
politik,menghambat proses pengambilan 
kepu-tusan dan mengurangi efek-tivitas tim. 
Kinerja dan solida-ritas di antara ASN, 
terutama di Kementerian Perdagangan sangat 
bergantung pada kemampuan untuk menjaga 
netralitas.Polaritas politik yang tinggi, jika tidak 
dikelola dengan baik dapat menye-babkan 
penurunan produk-tivitas,dan pengambilan 
keputusan yang bias. Penting bagi ASN untuk 
memisahkan pandangan politik pribadi dari 
tugas profesional mereka dan fokus pada 
penyediaan layanan publik yang berkualitas.
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 Diperlukan langkah-langkah untuk 
memastikan lingkungan kerja yang netral dan 
mendukung, memfasilitasi kerja sama tim yang 
efekt i f  dan objekt i f  demi kepent ingan 
masyarakat. Ada beberapa strategi dalam 
menjaga netralitas di tempat kerja, dianta-
ranya:

1. Netralitas politik di tempat kerja harus 
didukung oleh lembaga pemerintah dalam 
bentuk menegakkan kebijakan termasuk 
aturan yang jelas mengenai keterlibatan 
dalam aktivitas politik dan penggunaan 
fasilitas kantor untuk kegiatan politik.

2. Membangun budaya kerja yang meng-
hargai keberagaman dan inklusivitas, 
termasuk menghindari diskusi politik yang 
memihak di tempat kerja dan mendorong 
lingkungan kerja berfokus pada tujuan 
bersama.

3. Melakukan sosialisasi nilai-nilai dan 
standar profesional ASN melalui berbagai 
kanal, seperti lokakarya, seminar, dan 
modu l  e- lea rn ing .  I n i  memban tu 
memastikan bahwa semua ASN memiliki 
pemahaman yang seragam tentang 
harapan dan tanggung jawab mereka.

4. Memastikan bahwa kebijakan netralitas 
diterapkan secara konsisten dan adil. 
Pengawasan ini dapat melibatkan audit 
internal dan eksternal secara berkala.

5. Pimpinan harus menjadi role model dalam 
men jun jung  t i ngg i  s tanda r  e t i ka 
profesional dan netralitas sehingga 
komi tmen  p imp inan  pe r lu  da lam 
menegakkan prinsip netralitas.

6. Pemberian peluang pengembangan karir 
yang tidak didasarkan pada preferensi 
pol i t ik,  sukuisme atau kedekatan, 
melainkan prestasi dan kompetensi.

	 Sosok ASN pada era digital ini harus 
menjadi “pahlawan netralitas”. ASN harus 
dapat mempertahankan integritas dan 
profesionalisme meski badai polarisasi politik 
menggoyang kestabilan. Ini lebih sulit 

terutama karena hasrat untuk "partisipasi" 
dalam percakapan politik di media sosial, yang 
dapat mengaburkan perbedaan antara 
profesional dan pribadi. Namun, ini tidak berarti 
ASN harus menghindari dunia luar. Sebaliknya, 
dengan menggunakan keb i jakan dan 
pengendalian diri, ASN dapat menjadi contoh 
dalam diskusi publik, menunjukkan bagaimana 
tetap terinformasi tanpa terlibat secara politik. 
Di sinilah pelatihan tentang netralitas politik 
sangat penting. ASN dapat mempersiapkan diri 
untuk menghadapi tantangan ini lebih matang 
dan bijak melalui workshop, seminar, dan 
modul e-learning.
	 Membangun budaya ker ja yang 
mendukung keragaman dan inklusi di ASN 
menjadi kunci dengan fokus pada tujuan 
bersama, yaitu pelayanan publik yang 
berkualitas. ASN Kementerian Perdagangan 
dapat melampaui perbedaan politik dengan 
menciptakan lingkungan yang positif di mana 
setiap anggota merasa dihargai sehingga dapat 
mengurangi risiko polarisasi politik yang 
merusak solidaritas tim. Pemimpin yang  
memiliki kepemimpinan kuat dan luar biasa 
dapat menanamkan nilai-nilai ini ke dalam hati 
setiap ASN melalui tindakan dan keputusan 
yang mengedepankan etika profesional dan 
netralitas. Akibatnya, setiap ASN bekerja 
berdasarkan hati nurani dan dedikasi untuk 
negara. 
 Akhir kata, menjaga netralitas ASN 
adalah komitmen bersama yang mem-
butuhkan kesadaran dan upaya dari semua 
pihak. ASN Kementerian Perdagangan siap 
menghadapi setiap tantangan untuk menjaga 
integritas dan kualitas layanan publik dengan 
semangat kerjasama dan profesionalisme. 
Berdasarkan berbagai strategi yang telah 
dibahas, maka untuk menjaga netralitas di ASN 
semua pihak harus berkomitmen dan bekerja 
sama satu sama lain.

Salam Netralitas!
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Eka Yulia Wijayanti 

“Dalam Pesta Demokrasi”

Netralitas Pejabat Fungsional Perdagangan
Integritas, Profesionalisme, dan  
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Integritas melibatkan kualitas moral dan etika 
individu yang mencakup kejujuran, tanggung 
jawab, dan ketegasan dalam mengikuti 
prinsip-prinsip yang benar. Integritas 
menuntut mereka untuk menolak segala 
bentuk tawaran suap atau gratifikasi yang 
dapat memengaruhi keputusan atau tindakan 
mereka terkait pemilu. Mereka harus tetap 
teguh pada prinsip-prinsip keadilan dan 
kebenaran, bahkan di bawah tekanan.

 Profesionalisme merupakan sikap dan 
perilaku yang menunjukkan kompetensi, 
kualitas, dan dedikasi dalam menjalankan 
tugas-tugas yang diberikan. Dalam konteks 
Pemilu, profesionalisme Pejabat Fungsional 
Perdagangan tercermin dalam kemampuan 
mereka untuk mengelola proses perda-
gangan dengan efisien, transparan, dan 
akuntabel. Mereka harus mampu menjaga 
objektivitas dan ketelitian dalam setiap 
langkah yang diambil, mulai dari pengawasan 
distribusi logistik Pemilu hingga penanganan 
dugaan pelanggaran yang dilaporkan. 
Profesionalisme juga mencakup kemampuan 
teknis, pengetahuan, dan keterampilan yang 
diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas 
dengan efekt i f  dan efis ien.  Pejabat 
Fungsional Perdagangan perlu memiliki 
pemahaman yang mendalam tentang 
prosedur-prosedur perdagangan, logistik, 
dan distribusi, serta mampu mengelolanya 
secara profesional. Mereka juga harus 
memastikan bahwa setiap keputusan atau 
tindakan yang diambil didasarkan pada 
pertimbangan yang matang dan tidak 
dipengaruhi oleh pertimbangan politik atau 
kepentingan pribadi. Selain 
i n t e g r i t a s  d a n 
profesionalisme, para 
Pe jaba t  Fungs iona l 
Perdagangan memer-
lukan netralitas. Netralitas 
m e r u p a k a n 
p r ins ip  yang 
sangat  pen-
ting. Pejabat 
F u n g s i o n a l 
Perdagangan 
harus bersikap 
netral dan tidak 
memihak kepada 
salah satu pihak 

yang bertarung dalam kontestasi politik. 
Mereka harus menjaga jarak dari kepentingan 
politik dan memastikan bahwa keputusan-
keputusan yang diambil didasarkan pada fakta 
dan aturan yang berlaku. Netralitas Pejabat 
Fungsional Perdagangan juga berarti tidak 
terpengaruh oleh tekanan politik dari pihak-
pihak tertentu yang ingin memanipulasi proses 
pemilu. Netralitas menekankan pentingnya 
untuk tidak memihak kepada pihak manapun 
d a n  m e n j a g a  i n d e p e n d e n s i  d a l a m 
menjalankan tugas-tugas. Pejabat Fungsional 
Perdagangan harus bersikap netral dan tidak 
terpengaruh oleh kepentingan politik dari 
partai politik atau kandidat tertentu. Mereka 
harus mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan untuk memastikan bahwa proses 
pemilu berjalan dengan adil dan transparan 
bagi semua pihak yang terlibat, tanpa 
memihak kepada satu pihak pun.

Tantangan

Dalam pelaksanaan untuk mewujudkan nilai-
nilai di atas tentunya tidak semudah yang 
dibayangkan. Pada praktiknya banyak 
tantangan yang harus dihadapi, beberapa di 
antaranya meliputi:

Tekanan Politik:

Pejabat Fungsional Perdagangan mungkin 
mengalami tekanan dari pihak politik tertentu 
untuk memihak atau menguntungkan 
kepentingan mereka. Hal ini bisa membuat 
mereka tidak netral dan mempengaruhi 
pengambilan keputusan. Tekanan politik yang 
bisa dialami oleh Pejabat Fungsional 

P e r d a g a n g a n  d a p a t  b e r u p a 
intervensi dalam penetapan 

kebijakan perdagangan, 
per lakuan khusus 
dalam proses lisensi 
a t a u  i j i n  p e r d a -
gangan, penempatan 
atau pengangkatan 
p e j a b a t ,  s e r t a 
p e n g a r u h  d a l a m 
negos ias i  pe rda-
g a n g a n  i n t e r n a -
sional. Dalam semua 

kasus  in i ,  tekanan 
politik dapat mengganggu 

kemandirian dan netralitas
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Oleh karena itu, 

penting bagi 

organisasi untuk 

memastikan bahwa 

lingkungan kerja 

mereka adil, 

mendukung, dan 

menghargai 

kontribusi semua 

anggota tim serta 

tentunya berupaya 

menerapkan merit 

sistem.
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P
emilihan Umum 2024 di Indonesia 
merupakan titik kritis dalam menen-
tukan masa depan bangsa. Dalam 
dinamika demokrasi nasional, pemi-

lihan umum ini memegang peranan penting 
termasuk implikasi terhadap dinamika 
kehidupan para Aparatur Sipil Negara (ASN). 
Perjalanan dan pengalaman demokrasi di 
Indonesia menunjukkan bahwa ASN menun-
jukkan dinamika potensi dipengaruhi dan 
mempengaruhi dalam pesta demokrasi 
Pemilu. Untuk itulah telah banyak pengaturan 
terhadap ASN untuk tetap bersikap netral dan 
menjunjung tinggi integritas untuk tidak 
menunjukkan keberpihakan terhadap elemen 
politik yang ada.

 Secara umum, ASN termasuk dianta-
ranya pejabat fungsional bidang perdagangan 
dalam memainkan peran strategis dalam 
memastikan bahwa praktik perdagangan 
dilakukan sesuai dengan hukum dan etika 
bisnis, dimana hal ini sangat vital selama 
pemilihan umum. Pejabat fungsional bidang 
perdagangan berkontribusi atas regulasi, 
pelaksanaan, dan pengawasan aktivitas 
perdagangan di Indonesia. Dalam mengem-
ban tugas dan fungsinya memungkinkan 
untuk menghadapi tekanan politik dan 

ekonomi yang dapat mengancam integritas 
dan netralitas.  Misalnya, ada pengurus suatu 
partai politik yang mencoba mempenga-
ruhinya untuk memberikan izin perdagangan 
tanpa memenuhi semua persyaratan yang 
ditetapkan, dengan imbalan dukungan politik 
atau keuntungan finansial (money politic). 
Tekanan semacam ini dapat mengancam 
integritas dan netralitas pejabat fungsional 
bidang perdagangan. Hal ini dapat membu-
atnya berada dalam posisi sulit untuk tetap 
berpegang pada prinsip-prinsip profesio-
nalisme dan kejujuran.

 Menciptakan lingkungan yang mendu-
kung integritas dan profesionalisme di antara 
pejabat fungsional bidang perdagangan 
adalah investasi berharga bagi demokrasi. 
Melalui netralitas dan integritasnya,

sumber foto : freepik.com
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kepercayaan publik dan legitimasi proses 
pemilihan umum dapat dipertahankan, 
memperkuat fondasi sistem demokrasi yang 
sehat dan berkelanjutan.

Pejabat fungsional bidang perdagangan 
diharapkan dapat bekerja secara imparsial 
atau tidak memihak dan menghindari konflik 
kepentingan dengan menjunjung tinggi nilai-
nilai netralitas. Pejabat fungsional bidang 
perdagangan harus menjauhkan diri dari 
aktivitas politik yang dapat mempengaruhi 
keputusan dan tindakan profesional pejabat 
fungsional bidang perdagangan. Netralitas dan 
integritas pejabat fungsional bidang perda-
gangan menjamin bahwa keputusan perdaga-
ngan dibuat berdasarkan merit dan keadilan, 
bukan preferensi politik. Hal ini menciptakan 
lingkungan bisnis yang sehat dan kompetitif, 
mencegah manipulasi politik dan secara tidak 
langsung mempertahankan kepercayaan 
publ ik pada pemerintah 
selama proses pemilihan 
umum.

 D i s i s i  l a i n , 
p e j a b a t 
f u n g s i o n a l 
b i d a n g 
perdagangan 
h a r u s 
m e n c e g a h 
penggunaan 
sumber daya 
dan kebijakan 
p e r d a g a n g a n 
untuk mendukung 
kepentingan politik tertentu. Pejabat fungsional 
bidang perdagangan harus memastikan bahwa 
keputusan perdagangan dibuat tanpa bias 
politik, mempertahankan keadilan dalam 
proses pemilihan. Stabilitas ekonomi sangat 
penting selama pemilihan untuk mencegah 
ketidakstabilan politik. Pejabat fungsional 
b idang perdagangan berperan dalam 
mempertahankan stabilitas ini dengan kebija-
kan yang adil yang tidak dipengaruhi oleh 
kepentingan politik. Transparansi dalam 
kebijakan perdagangan memastikan tidak ada 
kepentingan tersembunyi yang beroperasi 
selama pemili-han. Akuntabilitas pejabat 
fungsional bidang perdagangan mening-
katkan kepercayaan publik dalam proses 
pemilihan.Untuk mempekaya pembahasan 

mengenai peran penting pejabat fungsional 
bidang perda-gangan dalam pemilihan umum 
2024 di Indonesia, akan dianalisis dua 
kemungkinan skenario kasus yang mungkin 
akan dihadapi pejabat fungsional bidang 
perdagangan yang akan dianalisis. Skenario 
kasus ini berkaitan dengan netralitas di bawah 
tekanan, pengelolaan konflik kepentingan, 
transparansi dalam kebijakan perdagangan, 
dan mengatasi informasi yang salah. Skenario 
pertama, mari bayangkan dimana seorang 
pejabat fungsional bidang perdagangan 
menghadapi tekanan dari partai politik untuk 
mendukung kebijakan perdagangan tertentu 
yang akan menguntungkan kepentingan partai. 
Meskipun menghadapi tekanan politik yang 
intens, pejabat fungsional bidang perdagangan 
tersebut tetap mempertahankan netraitasnya, 
serta memastikan bahwa keputusan perda-

gangan dibuat berdasarkan 
p e r a t u r a n  p e r u n d a n g -
undangan yang berlaku.  
Kasus ini  menunjukkan 
pen t ingnya  memper ta -
hankan ketidakberpihakan 
a t a u imparsialitas di 

b a w a h  t e k a n a n 
yang cukup besar 
termasuk etika dan 
integritas .

 S e l a n j u t n y a 
skenario kedua, seo-

rang pejabat fungsional 
b i d a n g  p e r d a g a n g a n 
berada dalam potensi 
k o n fl i k  k e p e n t i n g a n 

karena terdapat anggota keluarganya 
yang aktif terlibat dalam kampanye politik. Akan 
tetapi pejabat fungsional bidang perdagangan 
tersebut secara proaktif menghindari dari 
konflik kepentingan dimana tidak terjadi bias 
pada pekerjaan yang dikerjakan.

 Tindakan ini menunjukkan pentingnya 
transparansi dan etika proakti f  dalam 
mempertahankan kepercayaan publik dan 
legitimasi. Skenario kasus terakhir yang 
berkaitan dengan usaha untuk mengatasi salah 
informasi. Dalam era digital dimana salah 
informasi dapat menyebar dengan cepat, 
seorang pejabat fungsional bidang perda-
gangan menghadapi suatu tuduhan palsu di 
media sosial yang menyatakan fungsional 
idang perdagangan tersebut memihak

olitik

Hal. 16KOMPETEN I Volume 3 Edisi 1 Tahun 2024



kepentingan politik tertentu. Kementerian 
Perdagangan bersama-sama pe jabat 
fungsional bidang perdagangan tersebut, 
segera menanggapi dan mengklarifikasi 
tuduhan tersebut dengan fakta dan bukti yang 
menunjukkan komitmen pejabat fungsional 
bidang perdagangan terhadap netralitas dan 
kebenaran. Kasus ini menekankan tantangan 
salah informasi di era digital dan kebutuhan 
akan respons yang cepat dan transparan untuk 
mempertahankan kredibilitas.

 Last but not least, dapat disimpulkan 
bahwa integritas dan netralitas pejabat 
fungsional bidang perdagangan berperan 
penting dalam menjaga keadilan dan legitimasi 
dalam Pemilihan Umum Indonesia 2024. 
Melalui  penguatan hukum, kebi jakan, 
transparansi, akuntabilitas, serta pendidikan 
dan pelatihan, diharapkan pemilihan umum 
akan berlangsung dalam lingkungan yang adil 

dan sehat, memperkuat demokrasi Indonesia. 
Dengan menerapkan kebijakan yang adil dan 
transparan, pejabat fungsional bidang perda-
gangan tidak hanya mendukung proses 
pemilihan umum yang demokratis, tetapi juga 
menjamin stabilitas ekonomi dan kepercayaan 
publik. Tantangan seperti tekanan politik, 
meningkatnya resiko korupsi, dan penyebaran 
misinformasi harus diatasi secara tegas melalui 
kebijakan yang efektif dan pendidikan 
berkelanjutan.

sumber foto : freepik.com
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P
enyelenggaraan Pemilihan 
U m u m  ( P e m i l u )  b a i k 
p e m i l i h a n  l e g i s l a t i f 
( P i l e g ) ,  P e m i l i h a n 

Presiden dan Wakil Presiden 
(Pilpres/Wapres) tahun 2024 
telah usai dengan menghadirkan 
berbagai macam permasalahan, 
baik dari pelaksanaan teknis 
maupun dari berbagai dugaan 
pelanggaran yang ditemukan. 
Dikutip dari CNN Indonesia, Komisi 
P e m i l i h a n  U m u m  ( K P U )  s e l a k u 
penyelenggara teknis Pemilu menyampaikan 
bahwa terdapat beberapa persoalan seperti 
masalah logistik, perusakan alat perlengkapan, 
surat suara yang tertukar maupun kurang, 
gangguan  keamanan h ingga  Tempat 
Pemungutan Suara (TPS) yang banjir yang 
berdampak pada pemungutan suara yang 
tertunda. Sementara itu dari sisi institusi yang 
bertugas mengawasi Pemilu (Bawaslu), 
melalui portal resminya menyatakan bahwa 
ditemukan 19 masalah dalam pemungutan dan 
penghitungan suara di Pemilu 2024.

 Lebih lanjut, terdapat dugaan-dugaan 
pelanggaran Pemilu yang menjadi viral 
lantaran dilakukan oleh pegawai aparatur 
pemerintahan/birokrat yang notabene harus 
menjaga integritas dan netralitasnya dalam 
perhelatan pesta demokrasi. Dilansir dari 
metrotvnews.com pada tanggal 2 Januari 

2024, pernah viral adanya belasan 
anggota Satpol PP yang menggu-

nakan seragam di Garut yang 
menyatakan dukungan terhadap 
salah satu Cawapres. Selan-
jutnya yang lebih menghe-
bohkan adalah adanya dugaan 
pelanggaran yang dilakukan 
oleh Pimpinan Daerah yang 

membuat pakta integritas yang 
berisi kesiapan dan dukungan 

u n t u k  m e m b e r i k a n  k o m i t m e n 
kontribusi suara pada Pilpres 2024 

sebesar 60% plus 1 untuk kemenangan salah 
satu pasangan Capres/ Cawapres.

 Tidak dapat dipungkiri bahwa Aparatur 
Sipil Negara (ASN) merupakan golongan 
pemilih yang menarik untuk dimanfaatkan. 
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) 
menilai bahwa ASN masih menjadi komoditas 
dalam Pemilu Indonesia yang sangat rawan 
pelanggaran keterlibatan dan keberpihakan. 
Pada beberapa periode pelaksanaan Pemilu, 
ditemukan beberapa upaya dari para bakal 
calon legislatif maupun Kepala Daerah untuk 
mengerahkan dan mendapatkan dukungan 
dari ASN. Berdasarkan data dari Sistem 
Berbagi Terintegrasi (SBT) Badan Kepegawa-
ian Negara (BKN) Januari 2024, terdapat 47 
laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN 
selama Pemilu 2024. Dimana 42 diantaranya 
merupakan laporan dugaan pelanggaran 

Oleh : Gusti Ayu Widhi Resmi Putri 
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disiplin pemberian dukungan berupa keter-
libatan dalam kampanye terhadap calon 
legislatif dan Presiden/ Wakil Presiden maupun 
dugaan keterlibatan dalam menjadi anggota 
partai politik. Sementara itu, 5 (lima) dugaan 
diantaranya merupakan dugaan pelanggaran 
kode etik seperti menghadiri deklarasi bakal 
calon dan mengkampanyekan bakal calon 
melalui media sosial.

Menilik Ke Belakang Perdebatan Netralitas 
Para Birokrat

Netralitas para birokrat dalam politik 
dan keberpihakan birokrasi memang telah lama 
menjadi perdebatan para pakar. Martini (2016) 
dalam jurnalnya menjelaskan adanya 
perbedaan pandangan dari para ahli seperti 
kelompok W. Wilson dan Hegel dengan 
pandangan dari kelompok Karl Marx, James 
Svara dan Goerge Edward II. Kelompok Wilson 
menilai bahwa birokrasi hanya sebagai 
pelaksana kebijakan yang t idak boleh 
mengambil peran dalam ranah politik. Sedang-
kan kelompok sebaliknya meyakini bahwa 
birokrasi pada akhirnya memihak pada kekua-
tan dominan.

Politisasi Formal dan Politisasi Fungsional 

Thurid Hustedt dan Heidi Houlberg (2014) 
meneliti tentang politisasi birokrasi yang terjadi 
di Jerman, Denmark, Belgia dan Inggris. 
Penelitian ini menghasilkan tipologi tentang 
politisasi di dalam birokrasi, diantaranya: 

1.	 Politisasi Formal (Sistem Rekrutmen) 
Politisasi jenis ini bersumber dari regulasi 
yang memang dibuat untuk melakukan 
rekrutmen birokrat berdasarkan kepen-
tingan politik. Pada akhirnya ketika birokrat 
diisi oleh orang-orang yang memiliki afiliasi 
politik yang sejalan dengan kepentingan 
penguasa dan partai, maka sistem merit 
menjadi tidak berjalan. Hal tersebut tidak 
lepas dari warisan model birokrasi zaman 
Prusia, dimana peraturan perundang-
undangan kala itu membolehkan adanya 
politisasi di dalam birokrasi.

 Dalam beberapa kasus, apabila terjadi 
pergantian pemerintahan, penguasa bisa 
dengan mudahnya kapanpun, dimanapun 
untuk langsung memecat birokrat yang 
dianggap tidak sejalan dengan visinya 
meski dengan pertimbangan yang tidak 
masuk akal sekalipun. Birokrat pada masa 

i n i  d i r e k r u t  t a n p a  p e r t i m b a n g a n 
kemampuan dan kompetensi, justru malah 
lebih memperhatikan faktor kedekatan 
pribadi. 

2.	 Politisasi Fungsional (Perilaku ASN)

 Tipologi berikutnya yaitu politisasi fungsi-
onal dimana ciri-ciri yang khas dapat dilihat 
adalah adanya keahlian “khusus” yang 
dimiliki birokrat yang sengaja ditawarkan 
kepada politisi selaku pembuat kebijakan. 
Keahlian khusus tersebut tentunya yang 
dapat menghasilkan sesuatu yang memi-
liki nilai jual dan dimanfaatkan bagi para 
politisi. 

3.	 Po l i t i sas i  Admin i s t ra t i f  (Pe r i l aku 
Penasehat Menteri/Ministry Adviser)

 Politisasi administratif terjadi ketika 
rekomendasi yang diberikan birokrat 
berada di tahap ministerial adviser. Pada 
titik ini terdapat intermediate layer, dimana 
ada sebuah jabatan politik dikenal sebagai 
ministerial adviser yang memiliki tugas 
utama menyesuaikan rekomendasi kebija-
kan sesuai dengan agenda politik pemerin-
tah. Rekomendasi kebijakan pada tahap ini 
dipolitisasi sebelum diterima pembuat 
kebijakan. Kondisi ini beresiko memuncul-
kan konflik antara ministerial adviser 
dengan birokrat.

Refleksi  Potensi  Pol i t isasi  Jabatan 
Fungsional Bidang Perdagangan

Berkaca dari tipologi penelitian Thurid 
Hustedt dan Heidi Houlberg tentunya tipologi 
politisasi formal dan politisasi administratif tidak 
terlihat pada birokrat/ASN di Indonesia. Hal ini 
dikarenakan Indonesia telah memiliki Komisi 
ASN yang salah satu misinya adalah menjamin 
kualitas sistem merit dalam kebijakan 
manajemen ASN. Namun demikian, jika ditinjau 
dari tipologi politisasi fungsional, terdapat 
potensi politisasi jabatan fungsional. 

Jabatan Fungsional merupakan jabatan 
yang diemban oleh ASN yang memiliki 
karakteristik sebagai jabatan yang independen 
dalam pelaksanaan tugas secara teknik 
memberikan layanan kepada masyarakat 
dengan minim dar i  in tervensi  pol i t ik . 
Belakangan ini jabatan fungsional menjadi 
jabatan primadona bagi para ASN di Indonesia. 
Masih segar dalam ingatan dimana para 
pejabat struktural eselon III dan IV dipangkas 
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Tidak dapat dipungkiri bahwa jabatan 

fungsional yang memiliki karakteristik 

fungsi tertentu yang spesifik juga 

memiliki potensi untuk dapat diman-

faatkan oleh para pencari kekuasaan

sumber foto : beritaunsoed.com
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Integritas dan Netralitas ASN 
dalam Pemilu Tahun 2024 serta 

Menyikapi Informasi di Era Digital
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sumber foto : bkpsdm.tanahlautkab.go.id

mata uang, dimana dapat membantu 
pengelolaan informasi yang lebih efisien, 
namun disisi lain justru dapat menimbulkan 
masalah akibat penyalahgunaan teknologi 
serta ketidaksiapan sumber daya manusia 
dalam menghadapi arus informasi yang 
masif. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan 
untuk membahas terkait respon yang harus 
diberikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) 
khususnya  bag i  pe jaba t  fungs iona l 
perdagangan dalam menyikapi informasi di 
era digitalisasi jelang pemilihan umum 2024 
sebagai bentuk integritas dan netralitas.

 Integritas menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI)  diartikan sebagai kondisi 
kesatuan yang utuh sehingga mampu 
menghasilkan kewibawaan serta kejujuran. 
Sedangkan PermenPAN-RB Nomor 38 Tahun 
2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan 
Aparatur Sipil Negara mendefinisikan 
Integritas sebagai konsistensi dalam 
berperilaku yang sejalan dengan nilai, norma 
dan/atau etika organisasi dan jujur dalam 
berkinerja baik dengan rekan sekerja maupun 
pemangku kepentingan, sehingga dapat 
bertanggung jawab atas beban dan resiko 
yang menyertai disusul dengan terciptanya 
peningkatan pada budaya etika. Sementara 
itu, netralitas menurut KBBI diartikan sebagai 
keadaan dan sikap tidak memihak dan bebas. 

Dalam menjalankan tugas pemerintahan dan 
memberikan layanan kepada masyarakat 
umum, netralitas ASN merupakan hal penting 
untuk menjaga integritas dan profesionalisme 
kerja. Dasar hukum netralitas ASN tertuang 
dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 2 yang 
menyatakan bahwa setiap pegawai ASN wajib 
mematuhi asas netralitas dengan tidak 
memihak dan berpihak pada segala bentuk 
pengaruh dan kepentingan tertentu. Regulasi 
tersebut dibentuk dalam upaya menjaga 
netralitas dari pengaruh politik serta menjaga 
keutuhan, persatuan, dan kekompakan ASN 
dalam menjalankan tugas yang dibebankan. 
Berdasarkan peraturan tersebut, tentunya 
ASN dilarang mencalonkan diri sebagai 
anggota atau pengurus partai politik, di mana 
hal tersebut tertuang secara jelas dalam 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 
94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil.

 Sebagai ASN yang berintegritas, kita 
wajib mengutamakan sikap netral dalam 
suasana menjelang Pemilu dengan tidak 
menunjukkan keberpihakan terhadap kandidat 
atau partai politik yang menjadi peserta 
pemilihan umum, sehingga pemilu dapat 
berjalan sesuai asas “luber” dan “jurdil”. 
Meskipun wajib bersikap netral, ASN dapat 
mengikuti Pemilu dengan menggunakan hak 
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pilihnya pada bilik suara dan berhak datang ke 
Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk 
mencoblos melalui surat suara dengan 
ketentuan dilarang menunjukkan dukungan 
kepada kandidat tertentu. 

 Alasan lain yang mendasari pentingnya 
netralitas ASN adalah untuk mencegah 
terjadinya konflik kepentingan serta peng-
gunaan fasilitas negara atau penyalahgunaan 
wewenang dan jabatan untuk kepentingan 
calon atau partai peserta pemilu tertentu. 
Selain itu, ASN juga memiliki peranan penting 
sebagai pengawas, pelaksana, perencana, 
ser ta  penye lenggaraan tugas umum 
pemerintahan dan pembangunan nasional 
melalui pembuatan kebijakan dan penyediaan 
layanan publik yang bebas dari intervensi 
politik, profesional, bersih dan bebas dari 
tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

 M e n u r u t 
Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 
2 0 2 3 ,  A S N 
d i w a j i b k a n 
menjaga sikap 
netralitas dengan 
t idak berpihak 
pada pengaruh 
dan kepentingan 
lain diluar kepen-
t ingan bangsa 
d a n  n e g a r a 
d a l a m  u p a y a 
untuk menjalankan 
fungsinya sebagai pelaksana publik, pelayan 
publik, perumus kebijakan publik, serta 
perekat dan pemersatu bangsa. ASN yang 
mengutamakan sikap netral diharapkan dapat 
memastikan kebijakan terkait Pemilu dapat 
dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan 
aturan yang berlaku, memberikan pelayanan 
kepada masyarakat secara menyeluruh tanpa 
membeda-bedakan dan dapat menjaga 
persatuan di tengah banyaknya perbedaan 
pendapat di masyarakat. 

 Ketidakmampuan ASN dalam menjaga 
s i kap  ne t ra l i t as  akan  memengaruh i 
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 
sebagai  penyelenggara tugas umum 
p e m e r i n t a h a n  d a n  p e l a y a n  p u b l i k , 

menc ip takan ter jad inya d iskr iminas i 
pelayanan dan konflik kepentingan sehingga 
terjadi penurunan kepercayaan masyarakat 
dalam penyelenggaran pemerintahan.

 Berdasarkan Surat Keputusan Bersama 
Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 
Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 
3 0  T a h u n  2 0 2 2 ,  d a n  N o m o r : 
1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Mengenai 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Netralitas Pengaturan terkait larangan dan 
sanksi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara 
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 
dan Pemilihan, dibagi dalam dua kategori, 
yaitu pelanggaran kode etik ASN dan 
pelanggaran disiplin ASN.

 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 
2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
mengatur pelanggaran disiplin ASN, dimana 

pengertian tentang 
pelanggaran disiplin 
m e r u p a k a n 
pe langgaran  a tas 
larangan kewajiban/ 
k e t e n t u a n  y a n g 
ber laku  ba ik  saa t 
bekerja maupun di 
l i n g k u n g a n 
m a s y a r a k a t  b a i k 
m e l a l u i  u c a p a n , 
t u l i s a n ,  a t a u p u n 
perbuatan. Berikut 
penjelasan mengenai 
sanksi-sanksinya:

1.  Sanksi Hukuman Pemberhentian Tidak 
dengan Hormat: Berdasarkan Undang 
Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 87 Ayat 4 
huruf c menjelaskan bahwa, pemberhentian 
secara tidak terhormat diberlakukan bagi ASN 
y a n g  t e r b u k t i  s e c a r a  s a h  m e n j a d i 
anggota/pengurus partai politik, dan wajib 
mengundurkan diri secara tertulis dan berlaku 
terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri.

2. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Berat, di 
antaranya:
a. Membantu bakal calon peserta pemilu 

dalam memasang alat  peraga/ 
informasi seperti baliho/spanduk/ 
pamflet/dsb;

Ketidakmampuan ASN dalam menjaga sikap netralitas
akan mempengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 
sebagai penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pelayan
publik, menciptakan terjadinya diskriminasi pelayanan dan konflik
kepentingan sehingga terjadi penurunan kepercayaan masyarakat 
dalam penyelenggaran pemerintahan.
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Upaya Pencegahan Disinformasi Melalui Satu Data 
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Untuk Mendukung      Dalam Pemilu 2024Netralitas ASN
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Gambar 1.  Halaman utama Portal Satu Data
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Gambar 3: Halaman utama SP2KP
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Gambar 1 Politik Praktik Pemilu

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan 
tonggak penting dalam demokrasi di 
m a n a  w a r g a  n e g a r a  m e m i l i k i 

kesempatan untuk memilih pemimpin mereka. 
Namun demikian pesta demokrasi tersebut 
tidak serta merta dinikmati secara bebas oleh 
seluruh warga negara, khususnya bagi 
mereka yang menjabat sebagai Aparatur Sipil 
Negara (ASN). Pengaturan mengenai 
kedudukan ASN dalam pelaksanaan Pemilu 
maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada) 
telah diatur dalam banyak pengaturan mulai 
dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah 
sampai dengan Peraturan Menteri dan 
Kepala, bahkan sampai dengan Surat 
Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, 
Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua 
Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua 
Badan Pengawas Pemilu. 
Keseluruhan pengaturan 
tersebut mengamanatkan 
agar para ASN menegakkan 
integritas dan netralitasnya 
untuk tidak memihak kepada 
p a r t a i  p o l i t i k  m a u p u n 
golongan manapun. Dalam 
pelaksanaannya ternyata 
masih menimbulkan berbagai 
permasalahan dan tantangan, 
mulai dari faktor individu 
masing-masing ASN, maupun 
faktor yang berasal dari 
eksternal seperti pihak-pihak 
yang  mencoba  mempe-
ngaruhi. Artikel ini berupaya 

memaparkan beberapa tantangan ASN dalam 
menjaga integritas dan netralitasnya pada 
pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada serta 
mencoba memberikan gagasan mengenai 
pentingnya penerapan merit sistem ASN 
sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan 
siklus 5 tahunan.

Pengaruh Pihak-Pihak Politik: 

Bagi partai politik, ASN merupakan objek yang 
seksi untuk dipengaruhi. Para partai politik 
peserta Pemilu akan berupaya memperluas 
ceruk dukungan publik demi mendapatkan 
suara pemilih, termasuk pemilih dari kelompok 
ASN sehingga mereka dapat memenangkan 
kontestasi pemilu.  Kondisi tersebut membuat 
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian 
Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro 
mengimbau partai politik (parpol) peserta 

Tantangan ASN

M ERIT SISTEM 

Dalam Netralitas ASN

Oleh : Edi Waloyo
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Pemilu 2024 agar tidak melibatkan aparatur 
sipil negara (ASN) untuk memenangkan pesta 
demokrasi tersebut demi menjaga netralitas 
dan profesionalitas ASN.

Tekanan dari Berbagai Pihak: 

Selain pengaruh pihak politik, ASN juga 
seringkali dihadapkan pada tekanan dari 
berbagai pihak, termasuk keluarga, teman, dan 
masyarakat. Kontestasi pemilu dewasa ini 
membuat peluang semua orang (kecuali ASN, 
TNI dan Polri) dapat mengajukan diri untuk 
menjadi Presiden/Wakil Presiden, anggota 
dewan, maupun Kepala Daerah. Sebagai 

bagian dari anggota keluarga calon kandidat 
ten tunya ASN mendapatkan tekanan 
tambahan. Ibarat buah simalakama, apabila 
A S N  t e r s e b u t  t i d a k  m e n u n j u k k a n 
keberpihakannya, maka ia akan mendapatkan 
sanksi sosial di mata keluarganya, namun jika 
ia memperlihatkan dukungannya, sanksi 
administratif yang bahkan bisa mengakibatkan 
pemecatan ada di depan mata. Tekanan ini 
dapat membuat sulit bagi mereka untuk tetap 
netral dalam konteks pemilu. 

Tantangan Etika dan Integritas:

Netral i tas pol i t ik t idak hanya tentang 
bagaimana menjaga penampilan eksternal 
untuk tidak terlihat dukungan terhadap partai 

politik, tetapi juga tentang integritas dan etika 
individu. Sebagai sifat yang melekat di 
manus ia ,  ASN pun adakalanya ing in 
menunjukkan bahwa “jagoan” mereka lebih 
baik dibanding kandidat lainnya. Tidak dapat 
dipungkiri bahwa tidak jarang kita menemukan 
obrolan-obrolan yang bahkan seringkali 
mengarah kepada perdebatan mengenai profil 
dari masing-masing calon kandidat. Ditambah 
lagi KPU yang bekerjasama dengan stasiun 
televisi yang menyelenggarakan Debat 
Presiden dan Wakil Presiden yang berdampak 
pada terjadinya perdebatan di level bawah, 
termasuk terjadi di kantor-kantor instansi 

pemerintahan. Secara tidak 
langsung akhirnya preferensi 
pilihan dari masing-masing ASN 
dapat terlihat disini. 

Dampak terhadap Karir:

I n t e g r i t a s  A S N  s a n g a t 
berpengaruh terhadap karir 
mereka. Praktik-praktik yang 
tidak etis atau tidak netral dapat 
m e r u s a k  r e p u t a s i  d a n 
menghambat kemajuan karir 
mereka. Calon dan partai politik 
sering mencoba mempengaruhi 
pegawai pemerintah untuk 
mendukung kampanye mereka, 
baik melalui janji jabatan atau 
a n c a m a n  t e r h a d a p  k a r i r 
mereka. Kasus-kasus di mana 
pejabat pemerintah diancam 
k a r i r n y a ,  d i m u t a s i  a t a u 
d i b e r h e n t i k a n  k a r e n a 

perbedaan partai politik atau dukungan politik 
seringkali mencuat di tahun-tahun politik. 
Dalam beberapa kasus, tindakan yang diduga 
dilakukan tanpa alasan yang jelas atau tanpa 
proses yang adil dapat memicu gugatan hukum 
seperti Permohonan Pengujian UU (PTUN). 
Seperti yang dilangsir dalam kompas.com 
pada artikel dengan judul Tak Terima Dimutasi, 
3 Pegawai Gugat Bupati Dompu ke PTUN, di 
paparkan bahwa mutasi yang dilakukan Bupati 
Dompu Kader Zaelani  terhadap para 
penggugat melanggar aturan hukum yang 
berlaku dikarenakan bertentangan dengan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang 

sumber : liputan6.com
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Penerapan merit sistem 
dapat menjadi langkah 
yang efektif dalam 
memastikan netralitas 
politik dan integritas 
dalam pengangkatan,
promosi, dan pemecatan 
pegawai pemerintahan

Sumber :
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Analis Kebijakan Ahli Madya
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Penera Dalam Pemilu 2024
Netralitas Pejabat Fungsional 
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Lulu Azizah
Penera Terampil



Seorang ASN diwajibkan hanya diperbolehkan 
bergaya dengan tangan mengepal/menggegam 

saat berfoto, 
Hal itu sebagai wujud integritas dan netralitas 

dalam pemilu 2024   
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Gambar 1.1 Larangan Fose Foto ASN

Dilarang berfose foto 
yang menunjukkan 
angka 2 (dua)

Dilarang berfose foto 
yang menunjukkan 
angka 1 (satu)

Dilarang berfose foto 
yang menunjukkan 
angka 3 (tiga)

Dilarang berfose foto 
yang menunjukkan angka, 
karena dianggap mendukung 
peserta pemilu lainnya
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Sebagai Wujud Netralitas
dan Integritas, Seorang ASN
hanya diperbolehkan
berfose foto dengan cara
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Verifikasi Dokumen: 

Proses verifikasi dokumen yang dilakukan 
oleh ASN dapat dipercepat dan ditingkatkan 
keakuratannya dengan bantuan AI. Algoritma 
AI dapat digunakan untuk membandingkan 
dokumen-dokumen yang diajukan dengan 
referensi internal atau database eksternal 
secara cepat dan efisien, sehingga dapat 
mempercepat proses penerbitan izin atau 
persetujuan. 

Penjadwalan Layanan:

AI dapat membantu dalam menentukan 
jadwal layanan atau pertemuan antara ASN 
dan masyarakat. Dengan menganalisis pola 
kunjungan atau permintaan layanan, sistem 
AI dapat merekomendasikan jadwal yang 
optimal untuk mengurangi waktu tunggu dan 
meningkatkan efisiensi layanan.

 Dengan adopsi teknologi AI, pelayanan 
birokrasi memiliki peluang besar untuk 
meningkatkan efisiensi dalam pengambilan 
keputusan dan penyelesaian kasus, yang 
berpotensi mengurangi biaya operasional 
dan meningkatkan kinerja keseluruhan 
organisasi, untuk:

Analisis Data yang Kompleks: 

AI dapat digunakan untuk menganalisis data 
yang kompleks dalam waktu singkat dan 
dengan akurasi yang tinggi dan mempercepat 
proses pengambilan keputusan.

Rekomendasi yang Akurat: 

AI dapat memberikan rekomendasi yang 
lebih akurat dengan lebih baik dan lebih cepat 
dalam berbagai skenario dalam proses 
penyelesaian persoalan hukum atau 
administrasi.

Optimasi Proses Operasional: 

Penggunaan teknologi AI juga dapat 
membantu dalam mengoptimalkan proses 

operasional di berbagai tingkatan untuk 
meningkatkan produktivitas dan kualitas 
layanan, sehingga pelayanan birokrasi dapat 
menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan 
masyarakat, mengurangi waktu tunggu, dan 
meningkatkan kepuasan pengguna layanan. 

 Dengan adanya adopsi teknologi 
kecerdasan buatan (AI), pelayanan birokrasi 
memiliki peluang besar untuk meningkatkan 
kualitas layanan yang diberikan kepada 
masyarakat, sehingga dapat meningkatkan 
kinerja organisasi atau pelayanan birokrasi 
secara keseluruhan dalam bentuk:

Respon Cepat terhadap Permintaan:

AI memungkinkan pelayanan birokrasi untuk 
memberikan respon yang lebih cepat terhadap 
permintaan masyarakat. 

Informasi yang Akurat dan Tepat Waktu: 

AI dapat digunakan untuk menghasilkan 
informasi yang lebih akurat dan tepat waktu 
kepada masyarakat. Implementasi AI dengan 
menggunakan chatbot atau sistem AI yang 
interaktif dapat meningkatkan pengalaman 
pengguna dalam berinteraksi dengan 
pelayanan birokrasi. 

 Era kecerdasan buatan (AI) membawa 
peluang besar bagi ASN untuk mengem-
bangkan keterampilan baru yang relevan 
dengan perkembangan teknologi dan 
memanfaatkan teknologi AI secara efektif, 
berupa:

Analisis Data:

Dalam era AI,  anal is is data menjadi 
keterampilan yang sangat  penting.  ASN  
dapat  mengembangkan  kemampuan  untuk 
menganalisis dan menginterpretasi data yang 
dihasilkan oleh sistem AI. Hal ini meliputi 
kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren, 
dan wawasan yang berharga dari data yang 
tersedia. 
Pemrograman: 
Pengetahuan dalam bidang pemrograman 
menjadi semakin berharga dalam era AI. ASN 
yang memiliki keterampilan pemrograman 
dapat mengembangkan dan menyesuaikan 
algoritma AI yang sesuai dengan kebutuhan 
organisasi  atau pelayanan birokrasi . 
K e m a m p u a n  u n t u k  m e m a h a m i  d a n 
menggunakan bahasa pemrograman seperti 
Python, R,  atau   Java   dapat    membuka 
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Tantangan Untuk ASN dan Pelayanan
Birokrasi
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Strategi Menghadapi Peluang dan
Memanfaatkan Peluang 
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Manajerial, Sosial & Kultural

Strategi Implementasi
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Pengembangan Kompetensi

Ana Dwi Cahyani

Pengolah Data dan Informasi
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PELAYANAN TERA/TERA ULANG  

DI KABUPATEN BANYUMAS 

SIMETROMAS, ALL IN ONE APLIKASI 

Mohamad Nurdinsyah Ekapujakesuma
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Penera Mahir
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Gambar 3. Tampilan Dashboard Backend (user internal)
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Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 
Tren (%)  

2018-2022 

Perubahan 
(%) 

2022/2018 

Total Perdagangan 8.645,2 7.843,9 7.152,3 12.648,6 13.329,6 14,38  54,18  

Migas 1.321,5 1.060,4 589,00  1.180,7 878,30  (6,85) (33,54) 

Non migas 7.323,7 6.783,5 6.563,3 11.467,9 12.451,3 17,19  70,01  

Ekspor 2.819,6 2.328,6 2.505,7 3.223,5 3.466,4 7,66  22,94  

Migas 656,70  218,90  90,30  227,70  243,70  (17,66) (62,89) 

Non migas 2.162,9 2.109,8 2.415,4 2.995,9 3.222,7 12,17  49,00  

Impor 5.825,5 5.515,3 4.646,6 9.425,0 9.863,2 17,22  69,31  

Migas 664,80  841,60  498,70  953,00  634,60  0,31  (4,54) 

Non migas 5.160,7 4.673,7 4.147,9 8.472,0 9.228,6 19,21  78,82  

Neraca Perdagangan (3.005,9) (3.186,7) (2.140,8) (6.201,5) (6.396,8) (24,31) 112,81  

Migas (8,10) (622,70) (408,40) (725,30) (390,80) (120,46) 4.724,69  

Non migas (2.997,8) (2.564,0) (1.732,5) (5.476,1) (6.006,0) (23,97) 100,35  

 

Tabel 1. Perdagangan Bilateral Indonesia-Australia

sumber foto : freepik.com

IMPLEMENTASI BEA MASUK 

ANTI DUMPING OLEH AUSTRALIA 

TERHADAP IMPOR ASAL INDONESIA

Resti Maheralia
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Analis Perdagangan Ahli Pertama



Hal. 52

Adanya praktik dumping dalam 

perdagangan internasional dapat 

merugikan industri dalam negeri 

di negara pengimpor karena kalah 

bersaing dengan harga yang lebih 

murah daripada harga yang wajar 

sumber foto : pajak.com
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Gambar 1. Prosedur Penyelidikan Anti Dumping

(Sumber: Ringkasan Penulis berdasarkan Anti-Dumping 

Agreement (2024))

Uraian A4 Copy 
Paper* 

Clear Float 
Glass 

Power 
Transformers 

Steel 
Reinforcing 

Bar** 
Kode Tarif 4802.56.10 7005.29.00 8504.22.00 

dan 
8504.23.00 

7214.20.00, 
7228.30.90, 
7213.10.00, 
7227.90.90, 
7227.90.10, 
7228.30.10, 

dan 
7228.60.10 

 
 
 
 
 

 
 

Tabel 2. Pengenaan BMAD terhadap Indonesia 
              oleh Australia

Uraian A4 Copy Paper* Clear Float Glass Power 
Transformers 

Steel Reinforcing 
Bar** 

Periode Berakhir April 2027 Oktober 2026 Desember 2024 Maret 2028 
BMAD (%) PT Indah Kiat & 

Paper Tbk :  
Tidak dikenakan 
 
PT Pindo Deli Pulp 
& Paper Mills : 
Tidak dikenakan 
 
PT Riau Andalan 
Kertas : 59,7 
 
PT Pabrik Tjiwi 
Kimia Tbk : 25,5 
 
Perusahaan 
lainnya : 59,7 

PT Muliaglass : 
Tidak dikenakan 
 
PT Asahimas Flat 
Glass Tbk : 15,3 
 
Perusahaan 
lainnya : 28,3 

PT Unelec 
Indonesia :  
Tidak dikenakan 
 
PT Elsewedy 
Electric Indonesia : 
Tidak dikenakan 
 
Perusahaan 
lainnya : 28,3 

PT Ispat Panca 
Putera :  
Tidak dikenakan 
 
PT Putra Baja Deli : 
Tidak dikenakan 
 
PT Toyogiri Iron 
Steel : N/A 
 
Perusahaan 
lainnya : 9,3 

 

Perubahan 2022/2017 = (67,95)%
(19,16)% Tren 2017-2022 = 

Kertas A4

Perubahan 2022/2017 = (90,04)%
(31,20)% Tren 2017-2022 = 

Clear Float Glass
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Perubahan 2022/2017 = 11,10%
Tren 2017-2022 = (14,46)% 

Power Transformers

Steel Reinforcing Bar

Perubahan 2022/2017 = 489,21%
Tren 2017-2022 = 39,83%

Gambar 2. Perkembangan Ekspor Beberapa Produk 

       Indonesia ke Australia (dalam MT)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

sumber foto : kajianpustaka.com
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